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  This study examines power and identity politics from the perspective of Ibn 
Khaldūn's thought, focusing on the ethical dimension of power relations.     Ibn 
Khaldūn’sis seen as contradictory to democratic principles, while identity 
politics is viewed as ambivalent—it can strengthen solidarity but also has the 
potential to divide society. Using a qualitative approach through literature 
study, this research adopts the theories of power by Michel Foucault and Max 
Weber, as well as Hans-Georg Gadamer’s hermeneutic analysis method. The 
findings indicate that ethically grounded power fosters a healthier 
relationship between leaders and society. Identity politics can be positively 
received if explained rationally and in accordance with formal legal norms. 
Ibn Khaldūn’s thought offers a strong philosophical foundation for 
understanding the dynamics of identity politics within an Islamic context. 

KATA KUNCI   ABSTRAK 
  
Etika Politik, Kekuasaan, 
Ibn Khaldūn, Politik 
Identitas  
  
  
  

  Penelitian ini membahas kekuasaan dan politik identitas dalam perspektif 
pemikiran Ibn Khaldūn, dengan fokus pada dimensi etika dalam relasi 
kekuasaan.     Pemikiran Ibn Khaldūn memberikan dasar filosofis yang kuat 
untuk memahami dinamika politik identitas dalam konteksn—dapat 
memperkuat solidaritas, namun juga berpotensi memecah belah masyarakat. 
Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini 
mengadopsi teori kekuasaan Michel Foucault dan Max Weber, serta metode 
analisis hermeneutik Hans-Georg Gadamer. Hasilnya menunjukkan bahwa 
kekuasaan yang berlandaskan etika mampu menciptakan hubungan yang sehat 
antara pemimpin dan masyarakat. Politik identitas dapat diterima secara 
positif jika dijelaskan secara rasional dan tidak melanggar hukum formal. 
Pemikiran Ibn Khaldūn memberikan dasar filosofis yang kuat untuk 
memahami dinamika politik identitas dalam konteks Islam. 
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PENDAHULUAN 

Dalam perdebatan tentang Ibn Khaldūn sebaiknya diawali dengan konsepnya terkait 

‘Ashābiyyah yang melekat menjadi dalam kata-kata Kenneth Burke, “God term”-nya1. 

Namun sebaiknya kita terlebih dahulu menempatkan konsep ini dalam frame kapasitas 

seluruh kesarjanaannya. Kemunculan politik etnis diawali dengan tumbuhnya kesadaran 

yang mengidentikan mereka kedalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu.2 

Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kelompok dan kebangsaan. 

Secara etimologis, ‘Ashābiyyah berasal dari kata ashaba, artinya mengikat Secara 

fungsional, ‘Ashābiyyah berarti ikatan sosial budaya digunakan untuk mengukur kekuatan 

kelompok sosial di atas dan di luar. ‘Ashābiyyah juga dapat dipahami sebagai relasi sosial, 

menekankan solidaritas kesadaran, kohesi dan kesatuan kelompok.3 Kebangkitan identitas 

juga merupakan dampak perubahan identitas dalam proses interaksi antaretnik. Namun 

‘ashābiyyah ini juga dapat berarti vitalitas suatu negara, yang artinya dapat mengukur 

kokohnya suatu negara dari kekerabatannya. Terbukti Ibn Khaldūn bersikap idealis dalam 

hal ini.  

Salah satu kajian terkini menyoal hubungan identitas dan polarisasi adalah tulisan 

Francis Fukuyama dalam buku berjudul Identity: The Demand for Dignity and The Politics 

of Resentment, diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 2018. Hal menarik dalam buku 

tersebut adalah gagasan Fukuyama mengenai konsep Thymos. Thymos adalah bagian dari 

jiwa manusia yang selalu haus pengakuan atas harga diri. Dahaga ini menjadi faktor 

penentu cara manusia memperjuangkan identitas diri dan kelompok, sekaligus menjadi 

pendorong fanatisme identitas suku, agama, ras, golongan, dan bangsa. Faktor thymos 

inilah yang menjadi akselerator polsarisasi dalam masyarakat.4 Ibn Khaldūn menyebutkan 

bahwa korupsi dan hedonisme yang terjadi dalam sebuah negara, dapat menjadi kelengahan 

dari serangan musuh, yang berarti ‘ashābiyyah besar lain seperti negara dapat menjajah 

                                                        
1Steven C Caton, “Anthropological Theories of Tribe and State Formation in the Middle 

East: Ideology and the Semiotics of Power.” Dalam Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, eds. Tribes and 
State Formation in the Middle East, ( Berkeley & Los Angeles: University of California Press 1990), 74 

2	Ubed Abdilah S. Politik identitas etnis pergulatan tanda tanpa identitas, ( Magelang : 
Indonesiatera, 20020, h.17	

3	Muhammad Mahmud Rabie’, The Political Theory of Ibn Khaldūn , (Leiden: E. J. Brill, 1967), 165	
4	Fukuyama, Francis. (2018). Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentmen. (New 

York: Farrar, Straus and Giroux). 24.	
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atau mengambil alih negara dengan ‘ashābiyyah yang tengah melemah.5 

Menurut Machdani wacana Politik identitas merupakan kajian politik modern saat ini, 

Politik identitas adalah fenomena di mana individu atau kelompok memobilisasi dukungan 

politik berdasarkan pada identitas sosial tertentu, seperti agama, etnisitas, gender, orientasi 

seksual, atau kebangsaan. Hal ini bisa mencakup upaya untuk mengorganisir pemilih atau 

memperjuangkan kebijakan yang didasarkan pada identitas tersebut. Politik identitas sering 

kali menjadi faktor penting dalam pembentukan opini, pemilihan umum, dan kebijakan 

publik. Politik Identitas menjadi pembahasan politik yang perlu diekplorasi. Gerakan politik 

identitas pada dasarnya adalah gerakan sosial politik, mereka terlibat dalam suatu kelompok 

dan membangun narasi melawan diskriminasi. 

Dalam politik identitas, identitas sosial menjadi dasar bagi persepsi politik, solidaritas, 

dan tindakan politik.6 Individu atau kelompok mungkin merasa bahwa kepentingan mereka 

secara kolektif terkait dengan identitas tertentu,  dan  oleh  karena  itu mereka bersatu 

untuk memperjuangkan kepentingan tersebut dalam ranah politik. Namun, politik identitas 

juga bisa memicu polarisasi, konflik, dan ketegangan sosial dalam masyarakat.7 Hal ini 

terutama terjadi ketika politik identitas digunakan untuk memperkuat perbedaan dan 

menekankan pembagian antara kelompok- kelompok yang berbeda. 

Pada perkembangannya kajian etika politik Islam diperlukan sebagai suatu cara 

pandang yang kritis terhadap politik sekuler barat yang menggunakan berbagai cara 

mendominasi agar berkuasa. Dalam masyarakat, keberadaaan suatu kelompok yang 

dominan maka ia akan berkuasa dan mempengaruhi kehidupan, Paham politik sekuler barat 

mempengaruhi dunia, tapi bukan berarti umat Islam harus mengikutinya sistemnya.8 

Dalam etika politik Islam menurut Ibn Khaldūn , kekuasaan politik memerlukan 

dukungan dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki solidaritas yang kuat. Ibn 

Khaldūn berargumen bahwa stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan kekuasaan sangat 

                                                        
5 Ibn Khaldūn, The Muqaddimah. Disunting oleh N. J. Dawood. Dialihbahasakan  oleh  Franz  

Rosenthal. 
	

6 (Princeton: Princeton University Press, 2015) h. 434-435. Atau lihat juga, Ali Çaksu. 
―Ibn Khaldūn and Philosophy: Causality in History.ǁ Journal of Historical Sociology, h. 40. 

7 Geert Arend van Klinken, Henk Schulte Nordholt, Politik lokal di Indonesia, (KITLV-Jakarta,2007), 
h.83 

8	Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muslim & Keadilan Global,terj Pranoto,( Pensylvania: Institute for 
Migrant Rights Press), 356	
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tergantung pada sejauh mana kelompok-kelompok ini dapat menyatukan diri mereka dan 

mendukung struktur politik yang ada. Hal ini menyoroti pentingnya kekuatan kelompok 

dalam mempertahankan kekuasaan, serta bagaimana legitimasi politik sering kali 

bergantung pada solidaritas sosial yang mendasarinya.9 Ibn Khaldūn menjadi rujukan 

mengenai sejarah dan politik Islam dengan karyanya yakni al-Mukadimah terkenal 

mengenai dasar dasar pembentukan masyarakat. Ibn Khaldūn membahas mengenai 

kekuasaan politik yang mendasari semua aktivitas manusia. Selain itu mengkaji moralitas 

dalam politik perspektif Ibn Khaldūn . Mengenai moralitas politik sangat ditekankan ibnu 

Khladun.10 

Ibn Khaldūn memiliki kecenderungan pembacaan terhadap masyarakat secara 

hermeneutika selain itu,11 Ibn Khaldūn memahami bahwa etika atau akhlak bisa menjadi 

patokan praktek suatu kekuasaan dianggap baik   dan   bisa   melakukan transformasi 

sosial, ekonomi yang bisa mengantarkan pada perbaikan hidup dan kualitas kesejahteraan 

masyarakat Ditengah masyarakat global atau multikulturalisme ini perlu menjaga solidaritas 

atas nama identitas keislaman untuk menjaga agama dan umat. Meskipun demikian perlu 

ada landasan rasional dalam berpolitik 

Manusia memahami bahwa kekuasaan itu menjadi kekuatan politik yang bisa 

merubah suatu keadaan masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan secara banal maka akan 

menciptakan sesuatu yang tidak adil. 

1. Bagaimana etika Politik identitas menurut menurut Ibn Khaldūn ? 

2. Bagaimana memaknai politik identitas dalam teks dan konteks 

‘AshābiyyahIbn Khaldūn dalam memahami dinamika zaman ? 

3. Bagaimana hakikat kekuasaan menurut Ibn Khaldūn ? 

 

B. Tinjauan Teoritis 

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter 

                                                        
9	Hasan Ahmad, Solidaritas Sosial dan Kekuasaan Politik dalam Teori Ibn Khaldūn , (Purwokerto, 

Pustaka Akademika, 2020). 55	
10	Antony Black, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present, 

(Edinburgh: Edinburgh University Press: 2011), 253	
11	Ibn Khaldūn , Muqaddimah, (Terjemahan. Princeton University Press, 1967),215 	
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atau kebiasaan.12 Dalam bahasa Latin, kata ini diterjemahkan menjadi "ethica," yang juga 

merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat. Seiring waktu, etika berkembang menjadi 

disiplin filsafat yang mempelajari moralitas, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang 

mengarahkan perilaku manusia. 

Franz Magnis-Suseno memberi batasan tentang etika dengan mengatakan, etika adalah 

usaha manusia untuk memakai akal budi dan pikiranya untuk memecahkan masalah 

bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.13 Etika adalah cabang filsafat yang 

mempelajari prinsip-prinsip dan teori mengenai perilaku baik dan buruk, benar dan salah. 

Ia berfungsi untuk memahami dan menganalisis berbagai teori moral serta prinsip- prinsip 

yang mendasari keputusan dan perilaku manusia. Etika berupaya menjawab pertanyaan 

mendasar tentang apa yang membuat suatu tindakan benar atau salah dan bagaimana nilai- 

nilai moral diterapkan dalam situasi nyata.14 

Merujuk pada cara-cara di mana ide, kebijakan, dan kekuasaan didiskusikan dan 

diperdebatkan dalam ruang publik. Diskursus politik merupakan kajian yang kompleks dan 

multidimensional, mencakup berbagai aspek dari cara komunikasi, bahasa, dan ideologi 

digunakan untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan politik serta kebijakan publik. 

Dalam diskursus politik, bahasa memegang peranan penting. Pemilihan kata, frasa, 

dan gaya retorika yang digunakan oleh politisi, aktivis, dan media dapat membentuk 

persepsi publik dan mempengaruhi opini serta keputusan politik. Bahasa yang efektif dapat 

menggerakkan massa, memobilisasi dukungan, atau bahkan mengubah arah kebijakan. 

Media dan komunikasi juga merupakan komponen penting dalam diskursus politik. 

Media massa, seperti surat kabar, televisi, dan terutama media sosial, memainkan peran 

sentral dalam menyebarkan informasi politik. Cara media melaporkan berita dapat sangat 

mempengaruhi pandangan politik masyarakat. Media sosial, khususnya, telah mengubah 

lanskap politik dengan memungkinkan informasi menyebar lebih cepat dan 

memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam diskusi politik. 

Ideologi adalah aspek lain yang penting dalam diskursus politik. Ideologi    seperti 

                                                        
12 J. Sudarminta, Etika Umum Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif, 

(Yogyakarta: PT Kanisius,2013) h.3 
13	Franz magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah pokok filasafat Moral, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1987), 17	
14	J.Sudarminta, Etika Umum (Kajian tentang beberapa masalah pokok dan teori etika normatif, 

(Jogyakarta: Kanisius, 2013), 5	
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liberalisme, konservatisme, dan sosialisme menyediakan kerangka kerja bagi individu dan 

kelompok untuk memahami dan menilai dunia politik. Ideologi ini mempengaruhi 

bagaimana masalah-masalah politik ditafsirkan dan bagaimana solusi diusulkan. Diskursus 

politik sering kali merupakan arena di mana ideologi-ideologi ini beradu dan berusaha 

untuk mendominasi pandangan publik.15 

Dalam mengartikan politik, Arendt lebih cenderung mengafirmasi Aristoteles yang 

menyatakan politik sebagai aktivitas miteinander (dialog, respirositas), yakni partisipasi 

semua warga dalam hidup bernegara, baginya politik adalah tindakan yang merupakan 

wicara di ruang publik mengenai kepentingan bersama.16 

Ibn Khaldūn mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (al-itjma’ al-insani) 

adalah merupakan keharusan. Karenanya, peradaban umat manusia itu tidak lepas dari 

organisasi masyarakat tersebut.17 Selain itu, ruang publik berfungsi sebagai sarana untuk 

partisipasi aktif dalam proses politik. Demonstrasi, rapat umum, dan petisi yang dilakukan 

di ruang publik memungkinkan warga negara untuk menyampaikan tuntutan atau 

pandangan mereka kepada pembuat kebijakan. Partisipasi ini esensial untuk memastikan 

bahwa suara masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam pembuatan keputusan yang 

mempengaruhi kehidupan publik. Keterlibatan langsung dalam ruang publik memperkuat

 prinsip-prinsip demokrasi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dari 

pemerintah dan lembaga publik. 

Manusia sebagai mahkluk sosial tentu memiliki dimensi politik dalam kehidupanya. 

Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah 

usaha menggapai kehidupan yang baik, di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh 

jinawi, orang yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakanya sebagai en dam 

onia atau the good life.18 Ibn  Khaldūn juga menekankan pentingnya kerjasama, 

pembagian kerja, dan spesialisasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Baginya negara 

memiliki peran vital dalam produksi melalui belanja publik yang dapat meningkatkan 

produksi dan melalui pajak yang dapat mempengaruhi produksi. Pemerintah yang aktif 

                                                        
15	Andy Hadiyanto, Sa’adullah, Nalar Moderasi Beragama Dalam Diskursus Hadist Nabi (Jakarta: 

UNJ PRESS,2023), 138	
16	Ismail Fahmi, “Tindakan Politis: Menimbang Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt”, dalam Jurnal 

Filsafat Driyarkara, edisi Th. XXVI, No. 1, September 2002, h.29	
17 Ibn Khaldūn , The Muqaddimah: An Introduction to History, Trans. Franz Rosenthal. (New Jersey, 

Princeton University Press, 1967), 45 
18 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu politik, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 2008), 13 
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dalam belanja dapat mendukung pembangunan ekonomi, sedangkan pajak yang rendah 

dapat mendorong aktivitas bisnis. Kerjasama dan pertolongan antar manusia biasanya 

hanya terjadi dalam situasi yang memaksa, karena kebanyakan orang tidak memiliki 

pemahaman yang mendalam mengenai kepentingan mereka. Selain itu, aktivitas- aktivitas 

yang mereka lakukan timbul berdasarkan kemampuan berpikir dan refleks, bekerjasama 

dan bukan karena karakter natural semata.19 

Menurut Ibn Khaldūn mengenai hal ini: “kekuasaan akan muncul bersama-sama 

‘Ashābiyyah dan anggota-anggota ‘‘Ashābiyyah adalah pelindung yang akan terpencar di 

seluruh penjuru negara. Jadi apabila ‘‘Ashābiyyah tersebut kuat maka negara tersebut akan 

lebih kuat dan luas.20 Max Weber, sebagaimana dikutip Roderick Martin, memberikan 

definisi kekuasaan sebagai kemungkinan aktor mewujudkan cita-citanya dalam komunitas 

manusia dengan kekuatan atau terlepas dari fondasi yang mendasari kemungkinan ini.21 

Hakikat kekuasaan merupakan topik yang kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai 

perspektif, termasuk filsafat, sosiologi, politik, dan psikologi. Kekuasaan bisa diartikan 

sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan, perilaku, atau 

pemikiran orang lain. Berikut adalah beberapa konsep kunci terkait hakikat kekuasaan. 

Menurut Dahl, power identik dengan pengaruh, otoritas dan pemerintahan.22 Ada beberapa 

kata dalam Alquran yang bisa dijadikan kata kunci yang berkaitan dengan konsep 

kekuasaan. Kata-kata ini termasuk al-hukm, as-sulthan dan al-mulk. 

C. Metodologi Penelitian Metode penelitian 

Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan metode filsafat- analisis. Mula-mula 

peneliti akan mendeskripsikan konten yang akan diteliti dengan maksud agar terlihat jelas, 

lalu pada tahap selanjutnya ialah menganalisa (dalam artian menimbang) poin-poin yang 

terdapat dalam persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan rasional- filosofis. 

Jenis penelitian 

Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah jenis penelitian 

                                                        
19	Ibn Khaldūn , Mukaddimah terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 

2011), 702	
20 Ibn Khaldūn , Mukaddimah. Ter. Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000),142 
21	RoderickiMartin, Sosiologi Kekuasaan, (Jakarta:iPT. iRaja iGrafindoiPersada, 1993), 70	
22 M. Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan idan Kekuasaan, 

(Jakarta, Gramedia Pustaka iUtama, 2009), 223. 
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kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata, catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. 

Data dan sumber data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk data dan dua bentuk sumber data. Data 

bentuk pertama ialah data primer, yang dihasilkan dari pemikiran dari tokoh yang sedang 

dikaji dan berkiatan langsung dengan tema pemikiran yang dikaji, sedangkan bentuk kedua 

adalah data sekunder, yang dihasilkan dari pemikiran tokoh- tokoh lain dan tentunya masih 

berkaitan (dan mendukung), baik itu merupakan riset tokoh yang sedang dikaji maupun 

bukan. Adapun sumber data yang pertama disebut sebagai sumber data primer, yang artinya 

adalah karya-karya langsung dari tokoh yang sedang dikaji. Sedangkan yang sumber data 

kedua adalah karya yang ditulis oleh orang lain tentang tokoh yang sedang diteliti dan 

tentunya masih berkaitan, maupun karya yang bukan tentang tokoh yang sedang dikaji, 

namun tetap bersinggnan dengan tema yang sedang dibahas. 

Teknik pengumpulan data  

Karena penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan maka peneliti akan 

menggunakan tehnik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah 

pencarian data yang bersumber dari buku-buku,  surat kabar, jurnal karya ilmiah  dan 

lain sebagainya.23  Pertama-tama peneliti akan mengakses buku- buku atau data-data 

primer yang dalam hal ini adalah karya dari tokoh yang sedang dieliti. Adapun tahap 

selanjutnya peneliti akan mencoba mencari data tambahan berupa data sekunder yang 

masih terkait dan  relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. 

 

D. Pembahasan 

Reinterpretasi etika politik Ibn Khaldūn melibatkan kajian kembali dan penerapan 

prinsip- prinsip etika yang dikemukakan oleh Ibn Khaldūn dalam konteks zaman modern 

dan situasi politik kontemporer. Ibn Khaldūn , seorang pemikir besar dari abad ke-14, 

memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial dan politik melalui karyanya, Al 

Muqoddimah. 

Dalam Al Muqaddimah, Ibn Khaldūn menggambarkan ‘Ashābiyyah sebagai 

                                                        
23 Ibn Khaldūn, Muqaddimah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1981), 106. 
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solidaritas kelompok yang dapat berperan dalam pembentukan kekuatan politik. 

Terjemahan dan interpretasi modern seringkali melihat ‘Ashābiyyah ini sebagai bentuk 

politik identitas, di mana loyalitas kelompok digunakan untuk mendukung tujuan politik.23 

Sistem pengetahuan juga berfungsi dalam konteks sosialnya, mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh nilai-nilai dan struktur masyarakat. Penerimaan dan penerapan 

pengetahuan dapat bervariasi tergantung pada struktur sosial dan institusi yang ada.24 

Interpretasi Kontemporer konsep ‘‘Ashābiyyahyang ditekankan oleh Ibn Khaldūn 

sebagai solidaritas sosial dapat diartikan ulang dalam konteks pluralisme modern dan 

masyarakat multikultural. Reinterpretasi ini bisa melibatkan penekanan pada pentingnya 

membangun solidaritas sosial yang inklusif, bukan hanya berdasarkan kesukuan atau 

kelompok etnis, tetapi juga mencakup keragaman identitas.25 Aplikasi modern 

menggunakan prinsip ‘Ashābiyyahuntuk mempromosikan kohesi sosial di masyarakat 

yang semakin beragam, dengan mendorong dialog antar kelompok dan membangun  

jaringan  dukungan yang melampaui batas-batas identitas tradisional. 

Pemikiran ‘Ashābiyyah menurut Ibn Khaldūn terkait erat dengan konsep politik 

identitas dan politik kebangsaan. ‘‘Ashābiyyah , atau solidaritas sosial, adalah konsep yang 

diperkenalkan oleh sejarawan dan filsuf Muslim, Ibn Khaldūn , dalam karyanya Al 

Muqaddimah. Dalam pandangannya, ‘Ashābiyyahmerujuk pada rasa persatuan dan 

solidaritas di antara anggota kelompok sosial yang memiliki ikatan kultural atau identitas 

bersama, seperti suku atau kelompok etnis. 

Dalam konteks politik identitas, ‘Ashābiyyah dapat dihubungkan dengan bagaimana 

kelompok-kelompok sosial yang memiliki identitas spesifik membentuk solidaritas dan 

dukungan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Politik identitas seringkali 

menyoroti pentingnya ‘Ashābiyyahdalam meningkatkan kekuatan dan posisi kelompok- 

kelompok yang terpinggirkan atau terancam. 

Di sisi lain, politik kebangsaan dapat dikaitkan dengan ‘Ashābiyyahdalam bentuk 

solidaritas yang lebih luas, yang melampaui perbedaan identitas individu atau kelompok 

untuk membentuk kohesi sosial dan persatuan nasional. Ibn Khaldūn berpendapat bahwa 

                                                        
24	M.Abid Al Jabiri, Formasi nalar Arab terj Takwin Al Aql Al Arabi , terjemahan Imam Khoeri, 

,(Yogyakarta: Ircisod,2014) 60	
 25 Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik sepanjang zaman-elaborasi pemikiran Ibn Khaldūn, 
(Yogjakarta:Pustaka Pelajar 2004), 55 
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suatu masyarakat yang memiliki tingkat ‘Ashābiyyahyang tinggi cenderung lebih stabil dan 

berhasil dalam membangun negara, karena solidaritas ini memperkuat kemampuan 

kelompok untuk menghadapi tantangan dan menjaga kestabilan sosial. Dengan demikian, 

politik kebangsaan bisa dilihat sebagai upaya membangun ‘Ashābiyyahdi tingkat yang lebih 

besar, mengintegrasikan berbagai kelompok dalam satu identitas nasional yang koheren. 

Interpretasi Kontemporer teori siklus dinasti Ibn Khaldūn , yang menggambarkan naik 

turunnya kekuasaan politik, dapat diperluas untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam 

konteks globalisasi dan sistem pemerintahan modern yang melibatkan pemahaman tentang 

bagaimana kekuatan politik berubah dalam era demokrasi, globalisasi, dan teknologi.26 

Aplikasi Modern menerapkan prinsip siklus dinasti untuk menilai kestabilan politik dalam 

sistem pemerintahan modern dan menganalisis bagaimana kekuatan politik beradaptasi 

dengan perubahan sosial dan ekonomi.27 

Wacana politik identitas boleh tidaknya sebuah kelompok menggunakan politik 

identitas, atau apa kaitan antara politik identitas dengan politik praktis. Secara teoritis 

politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan 

kepentingankepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan 

identitas atau karakteristik,baik berbasiskan pada ras. 

Politik identitas tidak hanya terjadi pada kelompok mayoritas, tetapi juga bisa 

melibatkan kelompok minoritas yang berusaha memperjuangkan pengakuan atas identitas 

dan hak- hak mereka dalam masyarakat.28 Meski sah dan penting bagi kelompok minoritas 

untuk memperjuangkan hak-haknya, ada kasus di mana upaya tersebut dilihat sebagai 

tindakan yang memaksakan identitas mereka terhadap masyarakat yang lebih luas, terutama 

ketika tuntutan ini dianggap bertentangan dengan norma-norma mayoritas.29 Legitimasi 

kekuasaan dalam pemerintahan berkaitan dengan cara kekuasaan diperoleh dan diterima 

oleh masyarakat.30 

Salah satu contoh yang sering  muncul  adalah  kasus (identity politics), 

                                                        
26	Ahmad Syafi’i Maarif, Ibn Khaldūn dalam Pandangan Islam dan Barat, (Jakarta, Gema Insani 

Press 1996), 33-34	
27 Suyuthi Pulungan, Sejarah Peradaban Islam, (Amzah 1996), 209 

	
28	Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe [New York: Cornell University 

Press, 1996], 22	
29	Ariq Modood, Multiculturalism: A Civic Idea, [PoliPoint, 2007], 55	
30 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2021), 

h.18 
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kemudian menggiring kontroversi mengenai penolakan pendirian rumah ibadah oleh 

kelompok minoritas di daerah yang mayoritas penduduknya memiliki keyakinan berbeda. 

Di beberapa wilayah di Indonesia, pendirian gereja atau tempat ibadah minoritas lainnya 

sering menghadapi penolakan dari masyarakat mayoritas setempat, yang merasa bahwa 

keberadaan tempat ibadah tersebut dapat mengganggu harmoni sosial atau bahkan 

dianggap sebagai ancaman terhadap identitas mayoritas.31 Meskipun kelompok minoritas 

berhak untuk mendirikan rumah ibadah berdasarkan hukum, penolakan ini mencerminkan 

ketegangan yang bisa terjadi ketika identitas minoritas dianggap memaksakan diri di tengah 

masyarakat mayoritas 

Kontroversi terkait politik identitas sebenarnya berawal dari perbedaan dalam 

memahami konsep dan menempatkan konteks. Konteks ini mencakup konteks ruang, 

waktu, dan kondisi yang melatari. Sebagai suatu konsep, politik identitas tidak bisa 

dilepaskan dari konteksnya, sebab kontekslah yang bisa menjadi acuan pemaknaan dan 

pemahaman atas suatu konsep. Dengan demikian, mengabaikan konteks dari konsep politik 

identitas  sama  saja  dengan melahirkan pemahaman baru yang keliru dan sesat 

terhadap konsep tersebut.32 

Politik yang mengarah pada etnis cenderung dijadikan sebagai alat oleh pelaku 

diarena politik untuk mencapai kekuasaan secara struktural dimanfaatkan pelaku lokal guna 

mencapa kekuasaan melalui identitas etnis serta diciptakan untuk memenangkan 

pertarugan. 

Dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, politik identitas dimaknai sebagai 

kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik. Ia 

menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik 

identitas mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama sebagai 

mereknya. 

Tujuan ideal politik dalam masyarakat adalah menciptakan sebuah lingkungan di 

mana kesejahteraan dan keadilan dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat.33 

                                                        
31 Ariel Heryanto, State, Society, and the Indonesian Police, [University of Hawaii Press, 2006],210 
32 Liliweri, Alo. Pengantar Studi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 78 

	
33 Martha Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development Approach, [Harvard University 

Press, 2011], 50 
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Perpecahan yang timbul akibat ‘Ashābiyyahtertutup dapat diatasi dengan    

beberapa pendekatan yang fokus pada peningkatan keterbukaan dan integrasi sosial. Salah 

satu langkah utama adalah mendorong keterbukaan dan dialog antara kelompok-kelompok

 yang berbeda. Melalui diskusi yang konstruktif, berbagai pihak dapat berbagi 

perspektif mereka dan mencari solusi bersama. Dialog yang inklusif membantu mengurangi 

ketidakpahaman dan membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok, yang pada 

akhirnya dapat mengurangi perpecahan. 

Pemikiran Ibn Khaldūn mengenai etika politik Islam didasarkan pada konsep 

moralitas, keadilan, dan kohesi sosial yang ia sebut sebagai ‘Ashābiyyah Dalam 

pandangannya, ‘Ashābiyyah merupakan fondasi utama bagi sebuah masyarakat atau negara. 

Kohesi sosial yang kuat adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang stabil dan 

efektif. Ibn Khaldūn percaya bahwa kekuatan ‘Ashābiyyah dapat menjaga keutuhan negara, 

sementara lemahnya ‘Ashābiyyahsering menjadi penyebab runtuhnya sebuah dinasti. Oleh 

karena itu, etika politik yang Islami menurut Ibn Khaldūn menekankan dalam menjaga

 kestabilan negara.34 

Ibn Khaldūn juga melihat hubungan erat antara agama dan politik dalam Islam. Bagi 

Ibn Khaldūn,35 Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai kerangka moral dan 

hukum yang harus diikuti oleh negara. Hukum Syariah, sebagai landasan hukum dalam 

pemerintahan, dianggap sebagai cara untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban 

sosial. Penerapan hukum yang adil menurut prinsip-prinsip Islam akan memastikan 

kelangsungan sebuah negara. 

 

E. Kesimpulan 

 Etika ‘Ashābiyyah menurut Ibn Khaldūn berkaitan erat dengan politik dan identitas 

kelompok. ‘Ashābiyyahadalah konsep solidaritas kelompok atau loyalitas kelompok yang 

dianggap sebagai pendorong utama dalam perkembangan sosial dan politik. Ibn Khaldūn 

menekankan bahwa ‘Ashābiyyahsangat penting dalam pembentukan dan stabilitas negara, 

karena ia menggerakkan masyarakat untuk bersatu dan mendukung pemimpin mereka 

pentingnya solidaritas yang dilandasi moralitas dan keadilan. Pentingnya etika 

                                                        
34 Allen James Fromherz, Ibn Khaldūn, (London: Edinburgh University Press, 2011), 128 
35 Allen James Fromherz, Ibn Khaldūn, (London, Edinburgh University Press, 2011),17 
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‘Ashābiyyahmenurut  Ibn Khaldūn juga membawa implikasi moral. Jika digunakan 

secara positif, “Ashābiyyah”  dapat menciptakan stabilitas dan kemajuan. Tetapi jika 

digunakan secara berlebihan atau eksklusif, ia dapat menyebabkan konflik, ketidakadilan, 

terutama ketika solidaritas ini digunakan untuk menindas kelompok lain atau 

mempertahankan kekuasaan secara tidak adil.36 

Dalam politik dan identitas kelompok, Ibn Khaldūn  melihat ‘Ashābiyyahsebagai 

kekuatan yang dapat membawa kebaikan, tergantung pada bagaimana ia diterapkan Etika 

adalah alat ukurnya dalam penggunaan ‘Ashābiyyahharus mempertimbangkan 

keseimbangan antara kepentingan kelompok dan keadilan sosial yang lebih luas. 

Ibn Khaldūn, seorang pemikir besar dari dunia Islam abad ke-14, memperkenalkan 

konsep ‘Ashābiyyahdalam karyanya Muqaddimah, yang telah menjadi fondasi penting 

dalam memahami dinamika sosial, politik, dan identitas kelompok. ‘Ashābiyyahmengacu 

pada semangat solidaritas kelompok, suatu kekuatan yang mengikat anggota masyarakat 

bersama-sama dan membentuk dasar bagi identitas kolektif mereka. Dalam pandangan Ibn 

Khaldūn , ‘Ashābiyyahadalah kekuatan mendasar yang menentukan nasib peradaban, baik 

dalam pembentukannya, perkembangan, maupun kemundurannya. 

Dalam konteks politik, ‘Ashābiyyahmemainkan peran sentral dalam pembentukan 

dan keberlanjutan kekuasaan. Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa kelompok yang memiliki 

‘Ashābiyyahyang kuat lebih mampu membangun negara atau dinasti yang stabil dan kokoh. 

Solidaritas ini menciptakan loyalitas dan komitmen yang tinggi di antara anggota 

kelompok, yang pada gilirannya memperkuat otoritas pemimpin dan memungkinkan 

penguasa untuk mengendalikan wilayah mereka dengan efektif. Dalam sejarah, banyak 

dinasti besar yang pada awalnya dibangun di atas semangat ‘‘Ashābiyyah , di mana para 

pemimpin menggunakan dukungan kolektif dari kelompok mereka untuk meraih kekuasaan 

dan mempertahankannya. 

Ibn Khaldūn juga memperingatkan tentang sifat sementara dari Ashābiyyah,. Ia 

mencatat bahwa seiring waktu, kekuatan “Ashābiyyah” cenderung melemah, terutama 

ketika kelompok tersebut menjadi lebih mapan dan mulai menikmat kemewahan 

kekuasaan. Ketika ‘Ashābiyyahmelemah, negara atau dinasti yang dibangun di atasnya 

                                                        
36	Ibn Khaldūn , The Muqaddimah: An Introduction to History, diterjemahkan oleh Franz Rosenthal, 

edisi ke-2, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 123.	
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mulai mengalami kemerosotan.37 Inilah yang menyebabkan siklus pembentukan, kemajuan, 

dan kemunduran dalam sejarah peradaban manusia ‘Ashābiyyah” menurut Ibn Khaldūn . 

Ketika semangat solidaritas dan kesatuan kelompok memudar, muncul konflik internal dan 

ketidakstabilan yang akhirnya membawa keruntuhan.38 

Etika dan alam pandangan Ibn Khaldūn menjadi modal rujukan; ia tidak melihatnya 

sebagai intrinsik baik atau buruk. ‘Ashābiyyah adalah kekuatan alami yang dapat membawa 

stabilitas atau ketidakstabilan, tergantung pada bagaimana ia dikelola. Ketika digunakan 

secara bijaksana, “Ashābiyyah” dapat menjadi dasar bagi persatuan, kekuatan, dan 

kemajuan. Namun, jika disalahgunakan atau dibiarkan berkembang tanpa pengendalian, Ibn 

Khaldūn menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan bijaksana dalam memelihara 

keseimbangan dalam masyarakat. 

Hubungan antara ”Ashābiyyah” dan identitas kelompok juga sangat penting dalam 

pemikiran Ibn Khaldūn . Identitas kelompok terbentuk dan diperkuat melalui ‘‘Ashābiyyah, 

yang memberikan rasa kebersamaan dan tujuan bersama. Namun, identitas ini bukanlah 

sesuatu yang statis, ia bisa berubah seiring waktu, terutama ketika kelompok tersebut 

berinteraksi dengan kelompok lain yang memiliki ‘Ashābiyyah yang lebih kuat. Dalam 

pandangan Ibn Khaldūn , perubahan dalam ‘Ashābiyyah dan identitas adalah bagian dari 

dinamika sosial yang tak terhindarkan, dan ini adalah salah satu alasan mengapa peradaban 

terus berkembang dan berubah sepanjang sejarah. 

Secara keseluruhan, konsep ‘Ashābiyyah menurut Ibn Khaldūn adalah lensa penting 

untuk memahami bagaimana kelompok manusia membangun, mempertahankan, 

‘‘Ashābiyyah adalah kekuatan penggerak yang dapat menciptakan stabilitas dan kemajuan, 

tetapi juga bisa menjadi penyebab kemunduran jika tidak dikelola dengan bijaksana. 

 

 

 

 

                                                        
37	Ibn Khaldūn , Muqaddimah: An Introduction to History, trans. F. Rosenthal, [Princeton University 

Press, 1967], 236-258;	
38	Ibn Khaldūn , The Muqaddimah: An Introduction to History, trans. N.J. Dawood, [Princeton 

University Press, 2004], 212-235	
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